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BUPATI MAJALENGKA,

pbahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (9)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah
Tahun Anggaran 2025;

1 UUndano-TIndanog Nomor 22 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-UUndang Nomor 1123 Tahun 2024 tentang

—
S
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Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

NCICT 2YY, lamsaiain Liparan iNegara xEepusiik
Indonesia Nomor 7050);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Repnublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
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Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Bilaya Masukan Tanhun Anggaran



Menetapkan

2025 (Berita Nasional Republik indonesia Tahun 2024
Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
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Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang  berkedudukan sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintahh Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adaiah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
APBD.

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS
adalah harga satuan barang dan jasa yang ditelapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional.
Harga Satuan adaiah nilai suatu barang yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan
biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2
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SHS digunakan sebagai pcdoman bagi SKPD untuk
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2025.




(2) Dalam penyusunan perencanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
dan
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c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3) Dalam pelaksanaan APBD sebagalmana dimaksud

pada ayat (1}, SHS berfungsi scbagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

b. sebagai estimasi yang tidak dapat dilampaui
dalam perencanaan anggaran dan sebagai
estimasi yang merupakan batasan nilai yang
dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran
dengan didasarkan atas bukti
nertanam1nmawahgn dan

c. estimasi yang merupakan prakiraan besaran
biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena
kondisi tertentu, seperti adanya kenaikan harga
pasar, proses pengadaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kelersediaan alokasi anggaran dan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif.

(4) Ketentuan mengenai fungsi SHS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c

tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran Il yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA
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Diundangkan ...




Diundangkan di Majaiengka
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd
AERON RANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEK

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
“NIP 19751231 200501 1 031




